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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Konsep Upah 

1. Pengertian Upah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upah ialah “Uang 

yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga 

kepada seseorang yang sudah mengerjakan sesuatu.”
1
 

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah 

barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang 

diberikan.
2
 

Upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang 

penting. Untuk pihak produsen (majikan), upah merupakan 

biaya produksi yang mest ditekankan serendah mungkin. Tetapi 

untuk pihak karyawan upah merupakan sumber penghasilan 

bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga 

menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya 

tingkat upah/gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga 

diri dan status dalam masyarakat, serta merupakan faktor 

penting yangmenentukan taraf hdup masyarakat sebagai 

                                                             
1
 Tim Penyusun Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Media 

Pustaka Phoenix, 2009), 924 
2
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 375 
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keseluruhan. Oleh karena itu, masalah upah merupakan soal 

yang peka dan hangat dibicarakan.
3
 

 

Manajemen Sumber Daya Menusia, mengatakan upah 

adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan 

kepada pegawai atau karyawan. Ia berpendapat bahwa sistem 

pembayaran dapat dibedakan berdasarkan waktu kinerja, yaitu 

pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja, 

misalnya per jam, hari, minggu, bulan, dan sebagainya, dan 

pembayaran berdasarkan hasil kinerja yaitu pembayaran upah 

yang didasarkan pada hasil akhir dari proses kinerja, misalnya 

jumlah produksi. Amstrong dan Murlis, dalam bukunya 

Pedoman Praktis Sistem penggajian, berpendapat upah 

merupakan bayaran pokok yang diterima oleh sesorang. 

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional mendefinisikan, 

upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja 

kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan / jasa yang telah 

dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan 

produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

                                                             
3
  T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro  (Depok : PT Kansius, 2003), 

211. 
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ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, dan 

peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pemberi kerja dan penerima kerja.
4
 

2. Upah minimum 

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang 

terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah 

Minimum terdiri atas : 

a. Upah Minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku 

untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. 

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang 

berlaku didaerah Kabupaten/Kota. 

c. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu 

upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh  

Kabupaten/Kota di satu Provinsi. 

d. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS 

Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara 

sektoral didaerah Kabupaten/Kota. 

Yang dimaksud sektoral adalah kelompok lapangan 

usaha beserta pembagian menurut Klasifikasi Lapangan Usaha 

                                                             
4
 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka 

Setia, 2006), 189 
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Indonesia (KLUD). Mengenai besarnya upah minimum 

sebagai berikut: 

1) Gubernur menetapkan besarnya upah minimum provinsi 

atau upah minimum Kabupaten/Kota. Penetapan upah 

minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari upah 

minimum provinsi. 

2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral 

Provinsi (UMS Provinsi) atau upah minimum sektoral 

Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) atas kesepakatan 

organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh. 

Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi) harus 

lebih besar, sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari upah 

minimum Provinsi, sedangkan upah minimum sektoral 

Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota) harus lebih besar, 

sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari upah minimum 

Kabupaten / Kota. 

Upah minimum wajib dibayar dengan upah bulanan. 

Berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha, upah dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) 
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mingguan dengan ketentuan perhitungan upah didasarkan pada 

upah bulanan. 

Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah 

minimum dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah 

minimum kepada gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Tenaga Kerja atau instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi. 

Berdasarkan permohonan penangguhan tersebut, 

gubernur setelah meminta akuntan publik untuk memeriksa 

keuangan perusahaan, dapat menolak atau mengabulkan. 

Apabila disetujui, putusan gubernur hanya berlaku untuk masa 

paling lama 1 (satu) tahun. Mengenai pelaksanaan upah 

minimum sebagai berikut: 

a. Bagi pekerja/buruh yang berstatus tidak tetap, maupun dalam 

masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-

rendahnya sebesar upah minimum; 

b. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang 

mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun; 
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c. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih 

dari 1 (satu) tahun dilakukan atas dasar kesepakatan antara 

pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha; 

d. Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan, atau berdasarkan 

satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih, 

upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah 

minimum di perusahaan : 

e. Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara upah bulanan 

yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan 

perhitungan upah sehari: 

1) Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari 

dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); 

2) Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari 

dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu). 

Mengenai pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan 

ditetapkan sebagai berikut. 

a. Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor/atau 

subsektor, maka upah yang diberikan sesuai dengan UMS 

Provinsi/ UMS Kabupaten/Kota. 
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b. Dalam hal satu perusahaan mencakup beberapa sektor atau 

subsektor yang satu atau lebih belum ada penetapan UMS 

Provinsi dan/atau UMS Kabupaten/Kota, maka untuk sektor 

tersebut diberlakukan UMS Provinsi atau UMS 

Kabupaten/Kota yang tertinggi di perusahaan. 

c. Dalam hal perusahaan memerlukan pekerjaan jasa penunjang 

yang belum terdapat penetapan UMS Provinsi dan UMS 

Kabupaten/Kota, maka bagi pekerja jasa penumpang 

diberlakukan UMS Provinsi  atau UMS Kabupaten/Kota 

tertinggi di perusahaan.
5
 

UMP atau UMR pada dasarnya adalah upah terendah 

(minimum) yang ditetapkan oleh Pemerintah (Daerah) yang 

harus dibayarkan kepada pekerja yang menduduki jabatan 

terendah dalam Struktur Peringatan Jabatan yang berlaku pada 

sebuah organisasi (perusahaan). Walaupun tidak ditetapkan 

secara eksplisit tentunya dapat ditafsirkan bahwa UMP/UMK 

tersebut hanya berlaku untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh 

pekerja yang termasuk dalam kategori tidak terampil 

(unskillied).  

                                                             
5
 F.X Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , 27 
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Tujuan utama ditetapkan Upah Minimum 

(UMP/UMR/UMK) adalah sebagai “jaring pengaman” (Safety 

Net), yang berfungsi untuk mencegah agar upah tidak terus 

merosot dibawah daya beli pekerja. Lalu mengapa 

UMP/UMR/UMK harus terus dinaikan? Tujuannya adalah; 

pertama, untuk mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi 

dan terendah yang dibayarkan oleh sebuah organisasi/ 

perusahaan. Kedua, kenaikan UMP / UMR / UMK diharapkan 

akan meningkatkan penghasilan pekerja pada jabatan yang 

rendah dalam organisasi tersebut. Ketiga, dari aspek makro, 

kenaikan UMP / UMR/ UMK diharapkan akan membantu 

mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi 

rakyat. Artinya, setiap kenaikan UMP juga diharapkan akan 

memperbaiki rasio upah terhadap struktur biaya produksi dan 

pada gilirannya diharapkan akan mendorong peningkatan 

tingkat produktivitas nasional selain diharapkan pula akan 

memperbaiki etos dan disiplin kerja. 
6
 

 

 

                                                             
6
 Ahmad S Ruky, Manajemen Penggajian  & Pengupahan Untuk Karyawan 

Perusahaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 191 
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3. Sistem Upah 

Ada berbagai cara atau sistem untuk memperhitungkan 

besarnya upah atau balas karya. Yang terpenting adalah: 

a. Upah menurut prestasi (upah potongan) 

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan 

dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari 

banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. 

b. Upah waktu 

Besar upah ditentukan atas dasar lamanya waktu karyawan 

melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, 

per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama 

dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar di hitung 

perpotong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang 

baik karena karyawan tidak tergesa-gesa administrasinya 

pun sederhana. 

c. Upah borongan 

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu 

pekerjann yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah 

ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang 

diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh 
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pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian 

dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya untuk 

pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain. 

d. Upah premi  

Cara ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah 

potongan. Upah dasar prestasi “normal” berdasarkan waktu 

atau jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai 

prestasi yang lebih dari itu, ia diberi “premi”. Premi dapat 

juga diberikan, misalnya untuk penghematan bahan, 

kualitas produk yang baik, dan sebagainya. 

e. Upah bagi hasil 

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian 

dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar 

kalangan itu. Misalnya, karyawan/pelaksana diberi bagian 

dari keuntungan bersi.
7
 

4. Penentuan Upah 

 

Tenaga kerja, seperti yang telah disebutkan, adalah faktor 

produksi yang amat penting, dan imbalannya disebut upah. 

Istilah “upah” dapat digunakan  dalam arti luas, istilah itu 

                                                             
7
  T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Depok : PT Kansius, 2003),  

217. 



23 
 

 
 

berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa 

tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan 

sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada 

pekerjanya untuk jasa yang diberikan. Pada umumnya, di dalam 

ilmu ekonomi, istilah upah digunakan dalam arti luas dan berarti 

bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang 

bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen 

maupun untuk seorang majikan. 

Persoalan upah ini sangat amat penting karna ia 

mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan jika para pekerja 

tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan 

mempengaruhi nafkahnya saja, melainkan daya belinya. Jika 

sebagaian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, 

maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok 

barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. Lagi pula, 

perlakuan tidak adil pada kelas pekerja ini akan menyebabkan 

tibulnya ketidakpuasan, prustasi, agitasi dan pemogokan. 
8
 

 

 

                                                             
8
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5. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Tenaga Kerja 

Upah minimum memiliki hubungan negatif dengan 

penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja 

terlatih, penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak 

terlatih. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa hubungan 

negatif antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja 

menunjukkan kesesuaian teori yang selama ini berlaku. jika 

upah meningkat maka total biaya produksi akan mengalami 

peningkatan secara proporsional lebih tinggi. Sebagai 

konsekuensinya, tingkat harga barang juga meningkat lebih 

tinggi sehingga kuantitas barang yang diminta juga akan 

mengalami penurunan lebih tinggi, maka perusahaan akan 

mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta.
9
 Upah dipandang 

sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat 

upah akan semakin kecil proporsi keuntungan yang dinikmati 

pengusaha. Oleh karena itu, kenaikan upah akan direspon oleh 

pengusaha dengan menurunkan jumlah tenaga kerja. 
10

 

                                                             
9
 Retno Wills, “Analisis Pengaruh  Upah  Minimum, Investasi dan 

Pengeluaran  Pemerintah Terhadap Penyerapan  Tenaga Kerja Berdasarkan  

Pendidikan”, Vol, III, No 1 (Januari, 2015), 20. 
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Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara 

minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah 

minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan 

pengupahan yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan 

Serikat Pekerja. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum 

adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat 

membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpendapatan 

rendah.
11

 

 

B. Konsep Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum dalam 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan, tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, 

tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun 

atau lebih. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia 
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 Paul SP Hutagalung, “Analisis pengaruh upah minimum dan inflasi 

Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa 

Tengah”, Vol, II, No 4 (2013), 2. 
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dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau 

lebih, sedangkan penduduk berumur dibawah 15 tahun 

digolongkan bukan tenaga kerja.  

Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Banten pada Tahun 2015 sebesar 317.201 

orang (sisa tahun 2014 dan yang mendaftar tahun 2015). Dari 

seluruh pencari kerja yang terdaftar, 52.979 orang (16,70%) 

telah ditempatkan bekerja, sementara 80.376 orang (25,34%) 

dihapuskan dari daftar pencari kerja. Pada akhir tahun 2015, sisa 

pencari kerja di Provinsi Banten sebanyak 183.846 orang, 

dimana sebagian besar berpendidikan terakhir SMA yaitu 

130.043 orang (70,73%), sementara yang paling sedikit 

berpendidikan terakhir Strata II/ Strata III sebanyak 378 orang 

(0,20%). Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor 

Industri Pengolahan merupakan sektor dengan jumlah pekerja 

terbanyak di tahun 2015 yaitu sebanyak 1.198.766 pekerja, 

diikuti dengan sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 

Makan, dan Hotel dengan jumlah pekerja sebanyak 1.189.908 

pekerja.
12
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Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas 

tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor atau 

unit usaha tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja 

merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam 

unit usaha. Daya serap tenaga kerja merupakan suatu model 

permintaan suatu unit usaha terhadap tenaga kerja dalam pasar 

kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku. Tingkat 

upah yang berlaku ini juga mempengaruhi kekuatan perusahaan 

dalam menyerap tanaga kerja dari pasar. Kekuatan terhadap 

permintaan tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan faktor internal dari usaha tersebut. Semakin 

sempit daya serap sektor modern terhadap perluasan 

kesempatan kerja telah menyebabkan sektor tradisional menjadi 

tempat penampungan angkatan kerja. lapangan kerja terbesar 

yang dimiliki Indonesia berada pada sektor informal. Hal ini 

disebabkan sektor informal mudah dimasuki oleh para pekerja 

karena tidak banyak memerlukan modal, kepandaian dan 

keterampilan. 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia atau human 

resources mengandung dua pengertian.   
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1. Sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja 

atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. 

Sumber daya manusia ini mencerminkan kualitas usaha yang 

diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk 

menghasilkan barang dan jasa, pengertian pertama ini 

mengandung aspek kualitas.  

2. sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu 

bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut, 

pengertian kedua ini mengandung aspek kuantitas. Secara 

fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata 

lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. 

Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan 

tenaga kerja atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja 

didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. 
13

  

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja 

(yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan 

penduduk), secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor 

positif yang mengacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga 

kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga 

kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih 

besar berarti akan memperluas pasar domestik. Meskipun 

demikian kita masih mempertanyakan apakah begitu cepatnya 
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  Payaman J. Simajuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. 

(Jakarta: LPFE UI 2001), 1. 
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pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara-negara 

berkembang. 
14

 

 

2. Klasifikasi Tenaga Kerja 

Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun yang 

selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang 

bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu 

alasan. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk 

bekerja. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari 

pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha atau mereka 

yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu 

bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur dengan konsep ini 

biasanya disebut dengan penganggur terbuka.  

Sedangkan penduduk bekerja didefinisikan sebagai 

penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud 

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan selama paling sedikit satu jam secara tidak terputus 

selama seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja dibagi 

                                                             
14

  Michael Todaro, Pembangunan Ekonomi,  (Jakarta: Bumi Aksara 2000),  

112. 
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menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah 

menganggur. Setengah menganggur merupakan penduduk yang 

bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam 

seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja). 

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran 

kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin 

bertambahnya lapangan kerja yang tersedia maka semakin 

meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah satu 

indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di 

Indonesia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan suatu 

ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif 

dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang 

mencari pekerjaan. TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh 

tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut 

kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

maupun desa-kota. Padahal Indonesia itu salah satu negara yang 

berkembang, tetapi selalu berkitan dengan masalah 

ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjan yang dihadapinya itu 

pesatnya jumlah angkatan kerja jadi dalam hal ini peran 
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pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah 

tersebut dengan cara memperbaiki sistem upah minimum, 

karena dalam menerapkan kebijakan upah tesebut dapat 

diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. 
15

 

3. Hak Tenaga Kerja 

Islam mengakui adanya kenyataan tenaga kerja bahwa harta 

dihasilkn bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karna itu 

tenaga kerja memiliki posisi yang secara komparatif lebih 

lemah, islam telah menetapkan beberapa aturan untuk 

melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak-hak tenaga kerja itu 

adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. 

Hak-hak pekerja itu mencakup, mereka harrus diperlakukan 

sebagai manusia tidak sebagai binatang, kemuliaan dan 

kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka, mereka 

harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. 

Kesemua hak itu diberika oleh islah kepada tena kerja lebih dari 

14 abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak 

buruk semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam 
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  Kusnendi.. Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam. (Jakarta: 

Universitas Terbuka 2003), 3. 
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penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai 

kolektif bargaining.
16

  

4. Kewajiban Tenaga Kerja 

Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah hak majika. 

Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban 

yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-

sungguh mengarahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-

syarat kerja secara efiesien dan jujur. Ia harus mencurahkan 

perhatiannya dan komitemen dengan pekerjaannnya. Jika ia 

diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan 

kualitasnya, maka ia harus sepenuhnya mengambil manfaat dari 

fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.
17

 

5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Jaminan sosial tenaga atau yang sering disingkat jamsostek 

adalah suatu perlindungan bagi suatu tnaga kerja dalam bentuk 

santunan uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan 

yang hilang atau berkurang dan pelayannan sebagai akibat 
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 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta : 

Prendamedia grup, 2012),192 
17

 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta : 

Prenadamedia grup, 2012),196 
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peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, berslain, hari tua, dan meninggal 

dunia ( pasal 1 ayat 1UU no 3 tahun 1992 ). Adapun ruang 

lingkup program jaminan kerja meliputi : 

a. Jaminan kecelakan kerja 

Yaitu jamnan terhadap tenaga kerja yang tertimpah 

kecelakaan kerja pada waktu melakukan pekerjaan yang 

meliputi : 

1) Biaya pengangkutan  

2) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan 

3) Biaya rehabilitasi  

4) Santunan berupa meliputi: 

(a) Santunan sementara tidak mampu bekerja  

(b) Santunan cacat sebagian untuk selamanya 

(c) Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik 

maupun mental 

(d)  Santunan kematian 

b. Jaminan kematian  

Kematian merupakan jaminan tenaga kerja yang 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Keluarga 

berhak atas jaminan kematian meliputi: 
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1. Biaya pemakaman  

2. Santunan uang 

c. Jaminan hari tua 

Jaminan hari tua dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan kepada tenaga kerja yang telah menacapai usia 

tertentu dan tidaka memungkinkan lagi baginya bekerja 

dalam hubungan kerja. Tenaga kerja yang dmikian akan 

membutuhkan dana yang cukup besar sebagai modal usaha 

atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jaminan hari tua 

itu dibayarkan pada saat tenag akerja mnecapai usia 55 tahun 

atau setelah mencapai masa kepesertaan dalam program 

jaminan sosial tenaga kerja. 

d. Jaminan pemeliraharaan kesehatan 

Yang dimaksud dengan jaminan pemeliharaan kesehatan 

adalah jaminan terhadap pemeliharaan kesehatan tenaga 

kerja sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya 

dengan sebaik-baiknya.hal itu tentu erat kaitannya dengan 

produktifitas tenaga kerja yang yang bersangkutan.
18
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6. Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja  
 

Yaitu perubahan tingkat upah yang akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya biaya produksi Permintaan tenaga kerja 

berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau 

diserap oleh perusahaan atau instansi tertentu. faktor yang 

mempengaruhi permintaan tenaga kerja perusahaan. Apabila 

digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik maka akan terjadi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya perusahaan, 

selanjutnya akan meningkatkan harga perunit yang 

diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan 

respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang 

yaitu dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak 

membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang 

tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah 

produksinya. Turunnya target produsi akan mengakibatkan 

berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan karena turunya 

pengaruh skala produksi yang disebut dengan efek skala 

produksi atau scale effect product.  
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b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal 

lainnya tidak berubah) maka pengusaha akan lebih suka 

dengan menggunakan teknologi padat modal untuk proses 

produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja 

dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin 

dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan 

penggunaan mesin-mesin ini disebut efek substitusi atau 

substitution effect. 
19

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga 

kerja adalah:  Permintaan Pasar Akan Hasil Produksi Produsen. 

Permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan yang 

sifatnya diturunkan, didorong atau derived demand dari 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Apabila 

permintaan masyarakat terhadap  

produk yang dihasilkan perusahaan meningkat maka perusahaan 

atau produsen cenderung untuk meningkatkan 
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C. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitan terdahulu mengenai tenaga kerja dan 

upah minimum di antaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Judul Penelitian 

  1.  Izatun Purnami  

“Pengaruh Tingkat dan 

Upah Minimum 

Kabupaten  (UMK) 

Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja”  Tahun 

2010-2013 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

 

Pengaruh Tingkat dan Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) 

Terhadap PenyerapanTenaga”  Hasil 

penelitian menunjukan bahwa 

variabel tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja 

sebesar 0,0098 dan variabel upah 

minimumkebupaten/kotaberpengaruh 

positif dan signifikan sebesar 0,0123 

terhadap penyerapan tenaga kerja di 

jawa barat periode 2010-2013 

  2 Febryana rizqi wasila 

puti “Pengaruh Upah 

Minimum Provinsi, 

PDRB dan Investasi 

Terhadap Penyerapan 

“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, 

PDRB dan Investasi Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau 

Jawa” Hasil penelitian menunjukan 

bahwa: 1) upah minimum provinsi 
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Tenaga Kerja di Pulau 

Jawa Tahun 2010-2014 

Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

secara parsial berpengauh negative 

dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja; 2) PDRB secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja; 3) 

Investasi secara persial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja;  

  3 Melia Elmi Lavianty 

“Pengaruh PDRB, 

upah dan inflasi 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja dipulau 

jawa tahun” Tahun 

2008-2013. Universitas 

Pasundan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

1) PDRB secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenagakerja; 2) investasi 

secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyerapan 

tenagakerja; 3)upah secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja; 4) 

inflasi secara parsial berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja . sedangkan 
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secara simultan bahwa PDRB, 

investasi, upah dan infalsi 

berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Koefisien 

determinasi (R
2
) menunjukan bahwa 

variabel bebas yang diteliti mampu 

menjelaskan 99,92 persen terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan sisanya 

0,08 persen dijelaskan oleh variabel 

lainnya . 

 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas dengan 

penelitian sekarang yaitu pada penggunaan teori yang disesuaikan 

dengan permasalahannya. Selain itu terdapat pada lokasi penelitian 

yang dilakukan. Kemudian perbedaan disetiap variabelnya. 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis diartikan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Kebenaran itu akan harus dibuktikan melalui 

data yang dikumpulkan. Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri 

sehingga akan dapat satu keimpulan apakah suatu hipotesa tersebut 
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dapat diterima atau ditolak. Dugaan penulis terhadap penelitian ini 

adalah adanya pengaruh upah minimum (X) terhadap jumlah tenaga 

kerja (Y). Berasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka 

hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ho = Diduga tidak terdapat pengaruh antara tingkat upah 

minimum terhadap  jumlah tenaga kerja. 

2. Ha = Diduga terdapat pengaruh antara tingkat upah minimum 

terhadap jumlah tenaga kerja 

 

 

 


